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ABSTRAK

Kepailitan membawa dampak yang sangat besar dan penting terhadap pertumbuhan
perekonomian suatu Negara serta dapat mengancam kerugian bagi perekonomian
suatu Negara. Karena perusahaan menghadapi ancaman kesulitan untuk membayar
utang-utangnya terhadap para kreditornya. Untuk menghindari terjadinya putusan
pailit oleh Pengadilan Niaga, maka diperlukan suatu upaya hukum yang dapat
menyeimbangi keberadaan dan fungsi kepailitan itu sendiri, Undang-undang No.
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
hadir untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan berimbang
kepada para pemangku kepentingan (stake holders) dalam hal ini kreditor, debitor
dan masyarakat. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 belum memberikan
perlindungan yang seimbang kepada para pemangku kepentingan yaitu kreditor,
debitor dan masyarakat. Dalam Permohonan Judicial Review No. 23/PUU-
XIX/2021 yang di ajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada terkait Permohonan
pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-
undang No. 37 Tahun 2004, PT. Sarana Yeoman Sembada mendalilkan bahwa
Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) tidak mencerminkan
asas Keadilan dan bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Mahkamah
Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, mempunyai
peranan penting untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum,
Kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Undang-undang terhadap UUD
NRI 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi dalam
memberikan putusan harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia, Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan dan
direalisasikan ke dalam norma hukum, sehingga dalam memberikan putusan
Mahkamah Konstitusi harus berlandaskan Pancasila. Berdasarkan latar belakang di
atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimanakah Posisi
Kasus Permohonan Judicial Review No. 23/PUU-XIX/2021? (2) Bagaimanakah
mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam UU No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? (3)
Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 23/PUU/-XIX/2021 telah
mencerminkan prinsip Keadilan Pancasila?. Penelitian ini menggunakan metode
yang digunakan adalah Pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan cara
melakukan telah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang
telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
Kajian pokoknya 1alah ratio decidendi atau reasoning (pertimbangan hakim untuk
sampai kepada suatu putusan).

Kata Kunci : PKPU, Mahkamah Konstitusi, Keadilan berdasarkan Pancasila
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ABSTRACT

Bankruptcy has a very large and important impact on the economic growth of a
country and can threaten losses to the economy of a country. Because the company
faces the threat of difficulty in paying its debts to its creditors. To avoid the
occurrence of a bankruptcy decision by the Commercial Court, a legal remedy is
needed that can balance the existence and function of the bankruptcy itself, Law no.
37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations
exists to provide protection and fair and balanced treatment to stakeholders
(stakeholders), in this case creditors, debtors and the public. Law No. 37 of 2004
has not provided balanced protection to stakeholders, namely creditors, debtors
and the public. In the Application for Judicial Review No. 23/PUU-XIX/2021
submitted by PT. Sarana Yeoman Sembada related to the application for review of
Article 235 paragraph (1), Article 293 paragraph (1) and Article 295 paragraph
(1) of Law no. 37 of 2004, PT. Sarana Yeoman Sembada postulates that Article 235
paragraph (1), Article 293 paragraph (1) and Article 295 paragraph (1) do not
reflect the principle of Justice and contradict Article 28D paragraph (1) of the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court as one of the
independent judicial powers , has an important role to uphold the constitution and
the principle of the rule of law, the authority of the Constitutional Court is to
examine laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The
Constitutional Court as the highest interpreter of the constitution in giving
decisions must realize social justice for all Indonesian people, Justice based on
Pancasila must be realized, elaborated and realized into legal norms, so that in
giving decisions the Constitutional Court must be based on Pancasila. Based on the
above background, the formulation of the problem as follows: (1) What is the
Position of the Case for the Application for Judicial Review No. 23/PUU-
XIX/2021? (2) What is the mechanism for the Suspension of Debt Payment
Obligations (PKPU) in Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension
of Debt Payment Obligations? (3) Is the Constitutional Court Decision Number.
23/PUU/~XIX/2021 has reflected the principle of Pancasila Justice?. This study
uses the method used is a case approach, namely by carrying out cases related to
the issues at hand that have become court decisions that have permanent power.
The main study is the ratio decidendi or reasoning (the judge's consideration to
arrive at a decision).

Keywords: PKPU, constitutional court, Justice based on Pancasila



